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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

1. Peran atau keterlibatan DPR-RI dalam proses atau tahapan pembuatan 

perjanjian internasional hanyalah terlihat pada tahap pengajuan usul 

dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 

menteri luar negeri, dan dalam tahap pengesahan. Dalam tahapan 

pengesahan, negara akan mengikatkan diri terhadap perjanjian, dengan 

suatu penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau accession, atau 

menerima atau acceptance. Di Indonesia, pengesahan perjanjian 

internasional dapat dilakukan dengan undang-undang yang tentunya 

memerlukan persetujuan DPR-RI dan peraturan presiden yang selanjutnya 

pula diberitahukan kepada DPR-RI.  

2. Tidak ada urgensitas keterlibatan DPR-RI dalam proses pembuatan 

perjanjian internasional. Hal ini disebabkan karena kedudukan DPR-RI itu 

sendiri dalam hal pengesahan perjanjian internasional adalah sudah 

merupakan kedudukan yang kuat. Proses pengesahan sangat menentukan 

ketentuan mengikatnya suatu perjanjian internasional.  

5.2  Saran  

DPR-RI dengan kedudukannya yang sangat kuat dalam hal pengesahan 

dan ratifikasi suatu perjanjian internasional, tidak perlu menambah luas tugasnya 

dengan ikut turut serta dalam proses pembuatan perjanjian internasional. 

Konstitusi Indonesia telah mengatur pembagian kewenangan antara badan 
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eksekutif dan badan legislatif dalam hal perjanjian internasional tersebut. Hal ini 

juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional. Hendaknya DPR-RI menjalankan tugas dan 

wewenangnya dengan baik dan melakukan pengawasan sebaik-baiknya terhadap 

pemerintah atas perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat, karena 

DPR-RI sejatinya dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan 

pemerintah terkait hal tersebut dan dapat pula membatalkan suatu perjanjian 

internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.   
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